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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahann Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2006  Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tatacara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2010 Nomor 87);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor
935);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 12);
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
02 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2018 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3
Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2018 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 134);

Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 tahun
2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021;

Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021
Nomor 25).
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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan
Halong Tahun 2024 dapat disusun.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2024
disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No.
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional/SPPN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun
2024, nantinya akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana
Kerja dan Anggaran Tahun 2024. Serta  diharapkan dapat
dijadikan pedoman oleh seluruh Aparatur Kecamatan Halong
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Halong Tahun 2024 ini masih belum sempurna, kritik
dan saran untuk penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) ini
tentunya sangat diharapkan untuk kemajuan di masa yang akan

datang.

Halong, 03 April 2023

KECAMATAN
HALONG

ADI, S.Sos., M.AP
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19810914 201001 1 009
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah Dokumen Perencanaan
untuk 1 (satu) tahun, yang merupakan acuan SKPD dalam
menyelenggarakan Tugas, Pokok dan Fungsi SKPD. Rencana
Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana
Strategis (Renstra), dan salah satu komponen dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Rencana Kerja
(Renja) Kecamatan Halong Tahun 2024 disusun dengan
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan  Daerah, Tatacara  Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun
2024.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan
Halong Tahun 2024 didasarkan kepada Dokumen Rencana
Strategis (Renstra) Kecamatan Halong Tahun 2021-2026,
dengan tetap memperhatikan Program Prioritas yang telah
dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2024. Tahun
2024 adalah Tahun Keempat Pelaksanaan Rencana Strategis
(Renstra) Kecamatan Halong Tahun 2021-2026.

Untuk Tahun 2024 Rencana Kerja (Renja) Kecamatan

Halong sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,



dimana untuk Tahun 2021 s/d Tahun 2023 yang menjadi
Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Tujuan SKPD yaitu yaitu
“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” Indikatornya
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan “Meningkatnya
Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan” dengan
Indikatornya Skor Indeks Desa Membangun (IDM). Tahun
2024 Kecamatan Halong hanya melaksanakan 1 (satu)
Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Tujuan SKPD yang ingin
dicapai yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
Kecamatan yang Baik” dengan Indikatornya yaitu Nilai
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Ada perbedaan dalam
merumuskan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024
dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun-tahun
sebelumnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
diperoleh dari Nilai Rata-Rata Hasil Survey yang dilakukan
Seksi Pelayanan Publik terhadap 50 (lima puluh) orang
responden pada Semester I dan Semester II. Sedangkan
untuk Tahun 2024 pelaksanaan survey tidak terbatas pada
Seksi Pelayanan Publik saja, melainkan melibatkan seluruh
seksi yang ada pada Kecamatan Halong. Sedangkan untuk
Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Tujuan SKPD
Meningkatkan Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan tidak
dilaksanakan lagi untuk Tahun 2024, hal ini disebabkan oleh
sangat kecilnya peran Kecamatan Halong dalam Perubahan
Skor Indeks Desa Membangun (IDM). Perubahan Indikator
Kinerja Utama (IKU) atau Tujuan SKPD ini diakibatkan oleh
berubahnya Penjenjangan Kinerja atau Cascading Kecamatan
Halong. Perubahan Cascading ini juga mengakibatkan
Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) bagi Camat, Kepala Seksi
dan Jabatan Fungsional/Analis atau Pelaksana. Pada tahun-
tahun sebelumnya, Perjanjian Kinerja (PK) Camat adalah

Sasaran SKPD, Kepala Seksi adalah Program/Kegiatan dan



1.2

Jabatan Fungsional/Analis atau Pelaksana adalah Sub
Kegiatan. Sedangkan untuk Tahun 2024, Perjanjian Kinerja
(PK) Camat adalah Sasaran SKPD/Program/Kegiatan, Kepala
Seksi adalah Sub Kegiatan dan Jabatan Fungsional/Analis
atau Pelaksana adalah Aktivitas dari Sub Kegiatan. Perlu
disampaikan juga, bahwa Tahun 2024 akan terjadi
perubahan SOTK dan Nomenklatur pada Pemerintah
Kecamatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Tujuan SKPD ini
adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan
Urusan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan Misi IV
Bupati Balangan Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan
Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai

Abdi Masyarakat dan Abdi Negara”.

Landasan Hukum
Peraturan Perundang-Undangan menjadi dasar dalam

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun

2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 2286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4421);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5567);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tatacara Perubaha Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kerja Perubahan Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah  Kabupaten Balangan Tahun  2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010
Nomor 87);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor
95);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016
Nomor 12);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun
2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018
Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;

20. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25).

1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Halong Tahun 2021-2026.

2. Menjadi pedoman bagi seluruh Aparatur Kecamatan
Halong dalam melaksanakan Tugas Pokok dan
Fungsinya, sehingga Target Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan dapat tercapai.

3. Memberikan informasi kepada Pemangku Kepentingan
(Stakeholder) tentang Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan
Halong pada Tahun 2024.

4. Sebagai bahan dalam Penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP).



b. Tujuan

1.

Menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA).

Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan
Pengawasan pada setiap Tahun Anggaran.

Untuk menjamin terciptanya Sinkronisasi dan Sinergi
antara Kasi-kasi dan Sekretariat pada Kecamatan
Halong.

Sebagai bahan Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode

selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong

Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab dengan Sistematika

Penulisan sebagai berikut :

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat
Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD



BABIIT :

BAB 1V :

BAB V

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

3.4 Analisis Dampak Sosial Ekonomi

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dengan dilakukannya evaluasi, maka dapat diketahui
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mana saja yang
pencapaian targetnya sudah sesuai dengan apa yang telah
ditetapkan. Sehingga nantinya diharapkan Kualitas Kinerja
Instansi Pemerintah bisa ditingkatkan, dan berdampak
terhadap Rencana Strategis Kecamatan Halong Tahun 2021-
2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Pada Tahun 2022 Kecamatan Halong melaksanakan
sebanyak 6 Program, 12 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan.
Dengan Capaian Kinerja (seluruh Sub Kegiatan) sebesar
98,17% dan Realisasi Anggaran sebesar 92,85%. Untuk
Rinciannya dapat dilihat pada Tabel T-C.29 berikut ini :



Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kecamatan Halong

Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat

Target Renstra ng:z‘:? l"‘l':;?let e aitapabunitalul(lahuni2022) Pro r;l:rgket . Daerah s/d Tahun Berjalan
q " - Perangkat Daerah ) 9 CoY ! | .
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kabupaten Pada Program dan dan Perkiraan Realisasi
Kode Pemerintahan Daerah Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Tahun 2026 Akhir Keluaran Target Renia Realisasi Renia Sub Kegiatan Capaian Tingkat Capaian
Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Output) q Kegiatan/Sub g ) ) Tingkat Realisasi (Renja Target Renstra Realisasi Target
Periode Renstra Kegiatan s/d Perangkat Daerah | Perangkat Daerah o P
Perangkat Daerah g Tahun 2022 Tahun 2022 ) J Rl Renstia
dengan Tahun 2021 Daerah Tahun 2023) paerah s/d Tahun (%)
Berjalan
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN - . Lo
7.01.01 PEMERINTAHAN DAERAH z:i;ﬁl;‘g’:a::;:a: Kinerja (SAKIP) 75.4 Nilai 69.21 Nilai 65.2 Nilai 71,63 Nilai 71,63 Nilai 68,20 Nilai 68,20 Nilai 90%
KABUPATEN/KOTA 9
Perencanaan. Penganggaran, dan Persentase dokumen perencanaan,
7.01.01.2.01 inaan, Fengangg ’ penganggaran, dan evaluasi perangkat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ; .
daerah yang disampaikan tepat waktu
Penyusunan Dokumen Perencanaan Persentase dokumen perencanaan
7.01.01.2.01.01 Pergn kat Daerah perangkat daerah yang disampaikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 dengan baik
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Persen_tase quumen RKA da‘n DPA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RKA-SKPD yang disampaikan dengan baik
- Persentase ketersediaan dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
7.01.01.2.01.06 Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi re‘;lisasi kiﬁer'a SKPI; ang telah 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kinerja SKPD X «iner] yang
disampaikan dengan baik
Administrasi Keuangan Perangkat Cakupan pelaksanaan administrasi
7.01.01.2.02 Daerah 9 9 keuangan perangkat daerah sesuai 72 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 36 Bulan 50%
ketentuan yang berlaku
Persentase ASN yang terbayarakan gaji
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan tunjangan sesuai ketentuan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perundang-undangan
7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Persentase dokumen keuangan yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD diverifikasi
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Jumlah ngtu Penyediaan Administrasi 72 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan _ 36 Bulan 50%
Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah
- . . Jumlah aparatur yang mengikuti
7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi bimbingan Teknis Implementasi 34 0P 30P 6 0P 50P 50P - 80P 23%
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah S;k:‘rza” pelaksanaan administrasi 72 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 36 Bulan 50%
7.01.01.2.06.05 §§:é‘;‘;ﬁ:§a§ara”g Cetakan dan ;:’;Q'Z’;;Z”;fd'aa" Barang cetakan dan 72 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 36 Bulan 50%
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi 463 Kali 334 Kali 87 Kali 87 Kali 87 Kali 90 Kali 511 Kali 110%
Konsultasi SKPD SKPD yang diselenggarakan
Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Waktu Pengadaan Barang Milik
7.01.01.2.07 94 9 X Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 72 Bulan 12 Bulan 6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan - 18 Bulan 25%
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah
7.01.01.2.07.01 P.engadaan Kendaraan Eerorangan Jumlah. Kendaraan Dinas/Operasional 4 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit B 1 Unit 25%
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
7.01.01.2.07.10 g N Kantor atau Bangunan Lainnya yang 16 Buah 12 Buah 4 Buah 4 Buah 4 Buah - 16 Buah 100%
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Diadakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Waktu penyediaan jasa penunjang
7.01.01.2.08 : N 72 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 36 Bulan 50%
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah
7.01.01.2.08.02 Penyedilaan Ja;a Komunlkash Sumber Persen.tasel terbayarnya tagllhan jasa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik
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7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Waktu penyediaan jasa pelayanan 72 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 36 Bulan 50%
Kantor umum kantor
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Waktu pemeliharaan barang milik daerah 72 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 36 Bulan 50%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah|penunjang urusan pemerintah daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.01 Pemellharaan‘dan Pajak Kendaraan i Persentase.kendaraan dinas operasional 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas|layak fungsi
Jabatan
7.01.01.2.09.09 Pemellharaan/Rehabll|ta§| Gedung Persentase sarana Flan prasarana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kantor dan Bangunan Lainnya gedung layak fungsi
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase PATEN yang terlayani
7.01.02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN N yang V: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PUBLIK sesuai standar pelayanan
7.01.02.2.04 P_e!aksanaan Urusan Pemerintahan yang |Persentase PATEN yang terlayani sesuai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dilimpahkan kepada Camat standar pelayanan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Persentase PATEN yang terlayani sesuai
7.01.02.2.04.03 terkait dengan Kewenangan Lain yang i yang teriay 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dilimpahkan standar pelayanan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase fasilitasi pelaksanaan
7.01.03 MASYARAKAT DESA DAN musrenbang desa P 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
KELURAHAN
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Persentase pelaksanaan pemberdayaan 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Desa masyarakat desa
Peningkatan Efeklifitas Kegiatan Jumlah waktu kegiatan pemberdayaan
7.01.03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 9 3 V! 60 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 24 Bulan 40%
Kecamatan masyarakat desa
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Persentase Pemberdayaan dan
7.01.03.2.06 Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat - - - - - 100% 100% 100%
Kelurahan Kecamatan dan Kelurahan
. Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Penumbuhan dan Peningkatan .
Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Penumbuhan dan Peningkatan
7.01.03.2.06.12 b . Kesadaran Keluarga dalam 35 Keluarga - - - - 35 Keluarga 35 Keluarga 100%
Perencanaan Kehidupan Menuju " .
. Keterlibatan Perencanaan Kehidupan
Keluarga Berkualitas . "
Menuju Keluarga Berkualitas
PROGRAM KOORDINASI Persentase koordinasi sinergitas dan
7.01.04 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN harmonisasi urusan ketentraman dan 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
UMUM ketertiban dengan lintas sektor
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Jumlah waktu koordinasi penerapan dan
7.01.04.2.01 pay e e 99 penegakan peraturan daerah dan 60 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 36 Bulan 50%
Ketenteraman dan Ketertiban Umum peraturan kepala daerah
ilgeurg::islnddeonr?;?aK‘eI'Z?\ItI:L:nN':es?:;:I Persentase koordinasi sinergitas dan
7.01.04.2.01.01 P! . N - . harmonisasi urusan ketentraman dan 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Indonesia dan Instansi Vertikal di Ketertiban dengan lintas sektor
Wilayah Kecamatan 9
Persentase penyelenggaraan
PROGRAM PENYELENGGARAAN = ! - o o o o o " " o
7.01.05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ::::ms"aSI umum pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Pelaksanaan Kegiatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan [Semua Urusan Pemerintahan Yang
7.01.05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Bukan Merupakan Kewenangan Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi
Vertikal
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Semua
Pelaksanaan semua Urusan N
Pemerintahan yang bukan merupakan Urusan Pemerintahan Yang Bukan
7.01.05.2.01.07 N Merupakan Kewenangan Daerah dan 32 Kegiatan 4 Kegiatan 5 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 5 Kegiatan 13 Kegiatan 40%
Kewenangan Daerah dan tidak Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi
dilaksanakan oleh Instansi Vertikal N
Vertikal
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa tertib administrasi
7.01.06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DESA keuangan dan aset desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Persentase desa tertib administrasi
7.01.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemerintahan Desa keuangan dan aset desa
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7.01.06.2.01.02 Fasﬂltg& Administrasi Tata Persen_tase Administrasi Tata 100% 100% ; R 3 100% 100% 100%
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Persentase desa dengan administarsi

7.01.06.2.01.03 9 9 pencatatan pengelolaan keuangan desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan Pendayagunaan Aset Desa lengkap
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Persentase desa yang menyampaikan

7.01.06.2.01.13 Y usulan musyawarah pembangunan desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pembangunan Partisipatif

tepat waktu
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Kajian terhadap Capaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Halong dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja
yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Halong,
yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Halong Tahun 2016-2021.

Di bawah ini disajikan Tabel Analisis Pencapaian
Kinerja Pelayanan dengan Format Tabel T-C.30, sebagai

berikut :
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Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kecamatan Halong

L]
o
'g - Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
o S
No Indikator & g IKK Catatan Analisis
- ®
E = 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 2021 2022 2023 2024
0
Untuk Tahun
2024 dikerenakan
ada Perubahan
Nomenklatur dan
Nilai Indeks SOTK maka untuk
1 Kepuasan - - 80 82 83 84 85 86 84,76 86,24 86,24 - Proyeksi IKM
P belum bisa
Masyarakat (IKM) ditetapkan
dikarenakan ada
perbedaan Cara
Perhitungan
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Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka
Kecamatan Halong menetapkan Sasaran Kinerja yang merupakan
acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan.
Sedangkan Indikator Kinerja merupakan suatu parameter yang
digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran.
Pencapaian indikator Kinerja Kecamatan Halong Tahun 2022

ditunjukkan oleh Tabel berikut ini.

Pengukuran Indikator Kinerja Kecamatan Halong Tahun 2022

Sasaran Indikator Target | Realisasi | Capaian

Meningkatkan | Nilai Indeks

Kualitas Kepuasan 82 86,24 105,17%
Pelayanan Masyarakat

Publik (IKM)

Meningkatkan | Skor (Indeks

Kemandirian Desa 0,6843 0,7378 107,82%

Desa Lingkup | Membangun)

Kecamatan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut, diperoleh
dari Nilai Rata-Rata Hasil Survey yang dilakukan Seksi Pelayanan
Publik terhadap 50 (lima puluh) orang responden pada Semester I
dan Semester II. Sedangkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM)
diperoleh dari Penilaian terhadap Data Isian Kuisioner yang
diberikan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia kepada seluruh desa dalam
Wilayah Kecamatan Halong untuk 1 (satu) tahun.

Formula yang dipergunakan dalam melakukan penilaian
terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebagai
berikut :
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Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang

Perizinan dan Non Perizinan yang dilakukan Per Semester

Sedangkan untuk Skor Indeks Desa Membangun adalah sebagai
berikut :

Total Skor IDM Seluruh Desa

Jumlah Desa

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) itu sendiri adalah
merupakan bentuk penjabaran terhadap Peraturan Bupati
Balangan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati kepada Camat dalam Rangka Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sebagian Kewenangan
Bupati yang dilimpahkan kepada Camat adalah :

a. Bidang Perizinan, meliputi :

1. Legalisasi Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
Legalisasi Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan
Legalisasi Pembuatan Izin Gangguan (HO)

Legalisasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Rekomendasi Izin Keramaian

A T o

Penerbitan dan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)
b. Bidang Non Perizinan, meliputi :
1. Fasilitasi Perekaman Pembuatan Kartu Tanda Penduduk
(KTP)
2. Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
3. Legalisasi/Rekomendasi Proposal Desa/Kelompok/

Organisasi Kemasyarakatan



4. Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD
Swasta, SMP, SMA/SMK dan lainnya

5. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

6. Legalisasi Surat Domisili Penduduk

7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

8. Pembuatan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan
Dalam Kabupaten

9. Legalisasi Surat Keterangan Pindah Antar

Kabupaten/Provinsi
10. Surat Keterangan Dispensasi Nikah
11. Fasilitasi Surat Kematian.

Adapun jumlah kegiatan baik itu Bidang Perizinan maupun

Bidang Non Perizinan yang dilaksanakan pada Tahun 2022,

adalah sebagai berikut :

No. | Jenis Bidang Perizinan Jumlah Keterangan

1.

Legalisasi Pembuatan -
Surat Izin Tempat Usaha
(SITU);

Legalisasi Pembuatan -
Surat Izin Usaha
Perdagangan

Legalisasi Pembuatan Izin -
Gangguan (HO);

Legalisasi Surat Izin -
Tempat Usaha (SITU);

Rekomendasi Izin 32
Keramaian;

Penerbitan dan -
Pemungutan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan
(IMB)
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No.

Jenis Bidang Perizinan

Jumlah

Keterangan

10.

11.

Fasilitasi Perekaman
Pembuatan Kartu Tanda
Penduduk (KTP);

Fasilitasi Pembuatan
Kartu Keluarga (KK);

Legalisasi/Rekomendasi
Proposal Desa
/Kelompok/ Organisasi
Kemasyarakatan;

Rekomendasi Usul
Rencana Pendirian
Sekolah TK, SD Swasta,
SMP, SMA/SMK dan
lainnya;

Legalisasi Surat
Keterangan Ahli Waris;

Legalisasi Surat Domisili
Penduduk;

Legalisasi Surat
Keterangan Tidak Mampu
(SKTM);

Pembuatan Surat
Keterangan Pindah Antar
Kecamatan Dalam
Kabupaten;

Legalisasi Surat
Keterangan Pindah Antar
Kabupaten /Provinsi,

Surat Keterangan
Dispensasi Nikah;

Fasilitasi Surat Kematian.

104

121

18

18

12

160

Dilaksanakan
oleh Pemdes

Dilaksanakan
oleh Pemdes

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Sebagaimana  telah

dijelaskan

pada  Bab

I

(PENDAHULUAN) tepatnya di Latar Belakang Alinea Ketiga,

bahwa untuk Tahun 2024 Kecamatan Halong melaksanakan
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Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Tujuan SKPD yaitu

“Terwujudnya Tata Pemerintahan Kecamatan yang

Baik” dengan Indikatornya yaitu Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM). Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

untuk Tahun 2024 diperoleh dari survey yang dilakukan oleh

seluruh seksi pada Kecamatan Halong. Tata Kelola

Pemerintah Kecamatan yang Baik hanya bisa terwujud ketika

seluruh seksi menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya

sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk melaksanakan Tugas

Pokok dan Fungsinya tersebut maka untuk Tahun 2024 akan

terjadi Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan pada masing-

masing Program.

Adapun isu-isu penting dalam menyelenggarakan
Tugas dan Fungsi Kecamatan Halong, yaitu :

e Masih lemahnya pemahaman akan Tugas Pokok dan
Fungsi (Tupoksi) serta Tanggungjawab oleh sebagian
Pegawai Negeri Sipil (PNS).

e Belum Optimalnya Pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang mempunyai Jenjang Pendidikan yang Tinggi.

e Masih rendahnya Tingkat Kedisiplinan sebagian PNS,
terutama dalam masalah Jam Kerja.

e Peningkatan volume pekerjaan yang tidak diimbangi
dengan peningkatan fasilitas.

Meskipun begitu, Kecamatan Halong tetap optimis akan
dapat menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
dengan sebaik-baiknya, hal ini mengingat masih adanya
tantangan dan peluang untuk lebih meningkatkan
penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, untuk
tantangan yaitu :

e Semakin tingginya tuntutan dari masyarakat untuk

memperoleh pelayanan yang baik dan transparan.
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2.4

e Adanya tuntutan untuk membuat Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

Sedangkan yang menjadikan peluang untuk bisa lebih
meningkatkan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah, adalah :

e Adanya dukungan dari berbagai pihak, baik itu pihak
pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan
pemerintahan yang Jujur, Bersih, dan Berwibawa.

e Adanya Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).

e Tersedianya Alokasi Anggaran yang cukup.

e Tersedianya Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik dari segi
jumlah maupun tingkat pendidikan.

e Adanya pelatihan/penjenjangan karir.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, Kecamatan
Halong merencanakan 6 (enam) Program, 12 (dua belas)
Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan. Akan
tetapi setelah dilakukan analisa terhadap kebutuhan, Jumlah
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengalami perubahan
termasuk Pagu Anggarannya. Dengan Jumlah Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan hasil analisa dimaksud,
diharapkan Target Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana
Kerja (Renja) 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) 2021-
2026 dapat dicapai. Hal ini tentunya akan berimbas kepada
pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Balangan.
Untuk menyikapi hal ini, Kecamatan Halong akan terus
melakukan koordinasi terutama dengan Bappedalitbang
Kabupaten Balangan. Sehingga nantinya apa yang telah
direncanakan dapat direalisasikan sesuai target yang telah

ditetapkan. Sikap Kecamatan Halong terhadap Rancangan

20



Awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.31 di

bawah ini :
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‘Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kecamatan Halong

Rncangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No :
‘Target Target Kebutuhan ESstine
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Dana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN NILAI AKUNTABILITAS PROGRAM PENUNJANG URUSAN NILAI AKUNTABILITAS
I |PEMERINTAHAN DAERAH KINERJA (SAKIP) 70,40 4.608.640.632 |PEMERINTAHAN DAERAH KINERJA (SAKIP) 70,40 4.237.640.632
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN HALONG KABUPATEN/KOTA KECAMATAN HALONG
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan Perencanaan, 4 Per P dan Perencanaan, 4
1 naan, Tengangg i Penganggaran dan Dokumen 5.247.800 s yes . Penganggaran dan Dokumen 5.247.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah T v N Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah P N
Evaluasi Kinerja 2 Laporan Evaluasi Kinerja 2 Laporan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen 2
1 yu Kecamatan Halong |Perencanaan Perangkat 1.738.200 Y Kecamatan Halong |Perencanaan Perangkat 1.738.200
Perangkat Daerah Dokumen Perangkat Daerah Dokumen
Daerah Daerah
Jumlah Dokumen RKA- Jumlah Dokumen RKA-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen SKPD dan Laporan Hasil 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen SKPD dan Laporan Hasil 2
2 RKA-SKPD Kecamatan Halong Koordinasi Penyusunan Dokumen 1.771.400 RKA-SKPD Kecamatan Halong Koordinasi Penyusunan Dokumen 1.771.400
Dokumen RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar
Koordinasi dan Penyusunan Laporan dRaeihs:S;i:r?e}?:silePD Koordinasi dan Penyusunan Laporan gz:lfzsgzzzj:‘stPD
3 |[Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi |Kecamatan Halong pOTE 2 Laporan 1.738.200 |Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi |Kecamatan Halong Apore 2 Laporan 1.738.200
. . Koordinasi Penyusunan . . Koordinasi Penyusunan
Kinerja SKPD . N N Kinerja SKPD N N .
Laporan Capaian Kinerja Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
Cakupan Pelaksanaan Cakupan Pelaksanaan
P N Administrasi Keuangan . Administrasi Keuangan
Ad K kat Ad K kat
2 rast P a Perangkat Daerah 12 Bulan | 3.568.500.552 rast P a Perangkat Daerah 12 Bulan | 3.568.500.552
Daerah N Daerah B
sesuai Ketentuan yang sesuai Ketentuan yang
Berlaku Berlaku
Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
4 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Halong |Menerima Gaji dan 23 Orang 3.524.844.552 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Halong |Menerima Gaji dan 23 Orang 3.524.844.552
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penatausahaan dan 4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Penatausahaan dan 4
5 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kecamatan Halong Pengujian /Verifikasi Dokumen 43.656.000 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kecamatan Halong Pengujian /Verifikasi Dokumen 43.656.000
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
i N Cakupan Penyediaan - . Cakupan Penyediaan
3 |Administrasi Umum Perangkat Administrasi Umum 12 Bulan | 257.011.000 |Administrasi Umum Perangkat Administrasi Umum 12 Bulan | 257.011.000
Daerah Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Paket Barang Jumlah Paket Barang
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Kecamatan Halong Cetakan dan 3 Paket 10.659.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Kecamatan Halong Cetakan dan 3 Paket 10.659.000

Penggandaan

Penggandaan yang
Disediakan

Penggandaan

Penggandaan yang
Disediakan
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Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Dalam dan Luar

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Dalam dan Luar

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat

7 Konsultasi SKPD ng:;pzt:n Koordinasi dan 12 Laporan 246.352.000 Konsultasi SKPD gz::;p?::n Koordinasi dan 12 Laporan 246.352.000
& Konsultasi SKPD & Konsultasi SKPD
Jumlah Paket Jumlah Paket
Pengadaan Barang Milik Pengadaan Barang Milik
4 Pengac.laan Barang Milik I_)aerah Daerah Penunjang 2 Paket 371.000.000 Pengac.laan Barang 'l\:l ilik I_)aerah Daerah Penunjang 2 Paket -
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah . P Urusan F ntah Daerah .
Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah
Daerah Daerah
: . Direalisasi-
Jumlah Unit Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan kan pada
s Pengadaan Kendar‘aan Perorangan Dinas Kecamatan Halong Perorangan plnas atau 5 Unit 140.000.000 Pengadaan Kendar‘aan Perorangan Dinas Kecamatan Halong Perorangan Plnas atau _ - |anggaran
atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan
yang Disediakan yang Disediakan
2023
. . Direalisasi-
Jumlah Unit Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan kan pada
9 Pengadaan Sarana dan Prasarana ) Kecamatan Halong Prasarana Gedung.Kantor 21 Unit 231.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana ) Kecamatan Halong Prasarana Gedung.Kantor _ - |anggaran
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya Perubahan
yang Disediakan yang Disediakan
2023
Cakupan Penyediaan N Cakupan Penyediaan
5 Penyec:liaan Jasa Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan 12 Bulan 238.601.180 Penyec_iiaan Jasa Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan 12 Bulan 238.601.180
Pemerintahan Daerah N Pemerintahan Daerah N
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
P di g K ikasi, S b Penyediaan Jasa P di g K ikasi, S b Penyediaan Jasa
10 enye %aan as_a ‘omuru AL, SUmDEr Kecamatan Halong [Komunikasi, Sumber 12 Laporan| 45.700.000 enye %aan as,a ‘omunl AL, SUmDEX Kecamatan Halong [Komunikasi, Sumber 12 Laporan 45.700.000
Daya Air dan Listrik . P Daya Air dan Listrik . s
Daya Air dan Listrik yang Daya Air dan Listrik yang
Disediakan Disediakan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
11 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kecamatan Halong Penyediaan Jasa 12 Laporan 192.901.180 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kecamatan Halong Penyediaan Jasa 12 Laporan 192.901.180
Kantor Pelayanan Umum Kantor Kantor Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan yang Disediakan
Cakupan Waktu Cakupan Waktu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang
6 |Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah Penunjang | 12 Bulan 168.280.100 |Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah Penunjang | 12 Bulan 168.280.100
Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendz.araa_n Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendafraan
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
12 . . Kecamatan Halong |Kendaraan Dinas Jabatan| 12 Unit 106.860.600 . . Kecamatan Halong |Kendaraan Dinas Jabatan| 12 Unit 106.860.600
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas P Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas P
Jabatan yang Dipelihara dan Jabatan yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajaknya Dibayarkan Pajaknya
Jumlah Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor
13 Pemehharaan/Rehablllta§1 Gedung Kecamatan Halong dan Bangunan Lainnya 3 Unit 61.419.500 Pemellharaan/Rehablllta§1 Gedung Kecamatan Halong dan Bangunan Lainnya 3 Unit 61.419.500
Kantor dan Bangunan Lainnya yang Kantor dan Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN ;gx;lnglﬁ?}l;mN PROGRAM PENYELENGGARAAN ggm];ﬁz‘:g‘m
II iﬁl:ﬁl:{lNTAHAN DAN PELAYANAN PEMERINTAHAN DAN 1 Laporan 272.757.100 §ﬁl‘:llﬁl:{lNTAHAN DAN PELAYANAN PEMERINTAHAN DAN 1 Laporan 272.757.100
PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak Pemerintahan yang Pemerintahan yang Tidak Pemerintahan yang
7 |Dilaksanakan oleh Unit Kerja Tidak Dilaksanakan oleh| 1 Laporan 272.757.100 |Dilaksanakan oleh Unit Kerja Tidak Dilaksanakan oleh| 1 Laporan 272.757.100

Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan

Unit Kerja Perangkat
Daerah yang Ada di
Kecamatan

Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan

Unit Kerja Perangkat
Daerah yang Ada di
Kecamatan
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Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan

Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan

Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas

14 |Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Halong [Pelaksanaan Pelayanan 9 Laporan 272.757.100 |Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Halong |Pelaksanaan Pelayanan 9 Laporan 272.757.100
Wilayah Kecamatan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN ‘;gx;::::‘;‘:;mn PROGRAM PEMBERDAYAAN ggxlB‘ER[];AA\l:::NAN
III |MASYARAKAT DESA DAN 2 Laporan 187.989.600 |[MASYARAKAT DESA DAN 2 Laporan 187.989.600
KELURAHAN MASYARAKAT DESA KELURAHAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN DAN KELURAHAN
. . . Jumlah Laporan . . . Jumlah Laporan
8 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Koordinasi Kegiatan 1 Laporan 49.766.400 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Koordinasi Kegiatan 1 Laporan 49.766.400
Desa Desa
Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Desa
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Peningkatan Efektivitas Peningkatan Efektifitas Kegiatan Peningkatan Efektivitas
15 |Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Halong |[Kegiatan Pemberdayaan 1 Laporan 49.766.400 |Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Halong |Kegiatan Pemberdayaan 1 Laporan 49.766.400
Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan Kecamatan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Pemberdayaan dan
9 |K Tingkat K dan Kesejah Kel 1 Lap 138.223.200 |K Tingkat K dan K jah Kel 1 Lap 138.223.200
Kelurahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Keluarga yang Jumlah Keluarga yang
Mengikuti Peningkatan Mengikuti Peningkatan
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Kesadaran_ Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Kesadaran_ Keluarga
. e dalam Peningkatan . - . dalam Peningkatan
Peningkatan Pendidikan dan Kecamatan Halong Pendidik: a 35 Peningkatan Pendidikan dan Kecamatan Halong Pendidik d. 35
16 |Keterampilan untuk Mewujudkan dan Kabupaten encidl a.n an 138.223.200 |Keterampilan untuk Mewujudkan dan Kabupaten enaia a.n an 138.223.200
R N Keterampilan untuk Keluarga . . Keterampilan untuk Keluarga
Sumber Daya Manusia yang Berkualitas |Balangan N Sumber Daya Manusia yang Berkualitas |Balangan N
. Mewujudkan Sumber . Mewujudkan Sumber
dan Berdaya Saing . dan Berdaya Saing .
Daya Manusia yang Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya Berkualitas dan Berdaya
Saing Saing
PROGRAM KOORDINASI ‘:{%lg‘l;‘:;lNLAASPKORAN PROGRAM KOORDINASI .:{lél\gll;DINLAASPKORAN
v glla’:‘;:v?’l‘RAMAN DAN KETERTIBAN KETENTRAMAN DAN 1 Laporan 62.323.200 ﬁﬁ’:}];fl’TRAMAN DAN KETERTIBAN KETENTRAMAN DAN 1 Laporan 62.323.200
KETERTIBAN UMUM KETERTIBAN UMUM
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Koordi i Upaya Peny Koordinasi Upaya Koordi i Upaya y Koordinasi Upaya
10 |Ketenteraman Penyelenggaraan 1 Laporan 62.323.200 |Ketenteraman Penyelenggaraan 1 Laporan 62.323.200
dan Ketertiban Umum Ketentraman dan dan Ketertiban Umum Ketentraman dan
Ketertiban Umum Ketertiban Umum
Jumlah Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dengan Sinergitas dengan
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Kepolisian Negara Sinergitas dengan Kepolisian Negara Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia, Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia,
17 Indonesia dan Instansi Vertikal di Kecamatan Halong Tentara Nasional 14 Laporan 62.323.200 Indonesia dan Instansi Vertikal di Kecamatan Halong Tentara Nasional 14 Laporan 62.323.200
Wilayah Kecamatan Indonesia dan Instansi Wilayah Kecamatan Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah Vertikal di Wilayah
Kecamatan Kecamatan
JUMLAH LAPORAN JUMLAH LAPORAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN
V |URUSAN PEMERINTAHAN UMUM URUSAN 1 Laporan 181.735.500 | ;RUSAN PEMERINTAHAN UMUM URUSAN 1 Laporan 181.735.500
PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN UMUM
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan
11 |P i han Umum i Pemerintahan Umum 2 Laporan 181.735.500 |Pemerintahan Umum sesuai Pemerintahan Umum 2 Laporan 181.735.500

Penugasan Kepala Daerah

sesuai Penugasan
Kepala Daerah

Penugasan Kepala Daerah

sesuai Penugasan
Kepala Daerah
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Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan
Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku, Umat

Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan
Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku, Umat

18 |Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Kecamatan Halong |Beragama, Ras dan 200 Orang 39.096.400 |Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Kecamatan Halong |Beragama, Ras dan 200 Orang 39.096.400
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Golongan Lainnya Guna Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Golongan Lainnya Guna
dan Nasional Mewujudkan Stabilitas dan Nasional Mewujudkan Stabilitas
Keamanan Lokal, Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasional Regional, dan Nasional
Jumlah Dokumen Semua Jumlah Dokumen Semua
Pelaksanaan semua Urusan Urusan Pemerintahan Pelaksanaan semua Urusan Urusan Pemerintahan
Pemerintahan yang Bukan merupakan yang Bukan Merupakan 2 Pemerintahan yang Bukan merupakan yang Bukan Merupakan 2
19 Kewenangan Daerah dan Tidak Kecamatan Halong Kewenangan Daerah dan| Dokumen 142.639.100 Kewenangan Daerah dan Tidak Kecamatan Halong Kewenangan Daerah dan| Dokumen 142.639.100
Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Tidak Dilaksanakan oleh Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Tidak Dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal Instansi Vertikal
JUMLAH LAPORAN JUMLAH LAPORAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBINAAN DAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBINAAN DAN
V1| PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PENGAWASAN 1Laporan|  664.638.200 |,pNGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PENGAWASAN 1Laporan|  664.888.200
PEMERINTAHAN DESA PEMERINTAHAN DESA
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Fasilitasi, Rekomendasi dan g::xl;;:::;il::l;:mendasn Fasilitasi, Rekomendasi dan :::l;?::aﬁzl;?mendaﬂ
12 [Koordinasi Pembinaan dan . 9 Laporan 664.638.200 |Koordinasi Pembinaan dan N 9 Laporan 664.888.200
N Pembinaan dan Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa Pengawasan Pemerintahan Desa
Pengawasan Pengawasan
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang Jumlah Dokumen yang
Fasilitasi Administrasi Tata Difasilitasi dalam Rangka 3 Fasilitasi Administrasi Tata Difasilitasi dalam Rangka 3
20 Pemerintahan Desa Kecamatan Halong Administrasi Tata Dokumen 42.023.200 Pemerintahan Desa Kecamatan Halong Administrasi Tata Dokumen 42.273.200
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang Jumlah Dokumen yang
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Halong Difasilitasi dalam Rangka 12 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Halong Difasilitasi dalam Rangka 12
21 Pengelolaan Keuangan 258.732.800 Pengelolaan Keuangan 258.732.800
dan Pendayagunaan Aset Desa dan Luar Daerah Dokumen dan Pendayagunaan Aset Desa dan Luar Daerah Dokumen
Desa dan Pendayagunaan Desa dan Pendayagunaan
Aset Desa Aset Desa
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
i . Fasilitasi dalam rangka . . Fasilitasi dalam rangka
22 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Kecamatan Halong |Pelaksanaan Tugas 4 32.166.400 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Kecamatan Halong |Pelaksanaan Tugas 4 32.166.400
Desa dan Perangkat Desa Dokumen Desa dan Perangkat Desa Dokumen
Kepala Desa dan Kepala Desa dan
Perangkat Desa Perangkat Desa
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
L . Fasilitasi dalam Rangka L . Fasilitasi dalam Rangka
23 Faslht?sl Pelaksanaan Tugas dan Kecamatan Halong [Pelaksanaan Tugas dan 4 35.223.200 FaSIht_aSl Pelaksanaan Tugas dan Kecamatan Halong |Pelaksanaan Tugas dan 4 35.223.200
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa . Dokumen Fungsi Badan Permusyawaratan Desa . Dokumen
Fungsi Badan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa Permusyawaratan Desa
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Sinkronisasi Perencanaan 1 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Sinkronisasi Perencanaan 1
24 |Pembangunan Daerah dengan Kecamatan Halong |Pembangunan Daerah Dokumen 22.113.200 |Pembangunan Daerah dengan Kecamatan Halong |Pembangunan Daerah Dokumen 22.113.200
Pembangunan Desa dengan Pembangunan Pembangunan Desa dengan Pembangunan
Desa Desa
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
e Fasilitasi dalam rangka e Fasilitasi dalam rangka
Fasilitasi Penyelenggaraan 3 Fasilitasi Penyelenggaraan 3
25 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Halong |Penyelenggaraan Dokumen 70.823.200 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Halong |Penyelenggaraan Dokumen 70.823.200

Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

25




Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi

Jumlah Dokumen
Fasilitasi dalam rangka

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi

Jumlah Dokumen
Fasilitasi dalam rangka

26 |dan Kewajiban Lembaga Kecamatan Halong Pelaks_anaan ’I‘ug'?\.s, 4 55.061.400 |dan Kewajiban Lembaga Kecamatan Halong Pelaks_anaan ’I‘ug'ﬁs, 4 55.061.400
Fungsi dan Kewajiban Dokumen Fungsi dan Kewajiban Dokumen
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Lembaga Lembaga
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
27 Fasilitasi Penyusun.arn Pe_rencanaan Kecamatan Halong Fasilitasi dalam rangka 2 38.296.400 Fasilitasi Penyusun‘ap Pgrencanaan Kecamatan Halong Fasilitasi dalam rangka 2 38.296.400
Pembangunan Partisipatif Perencanaan Dokumen Pembangunan Partisipatif Perencanaan Dokumen
Pembangunan Partisipatif Pembangunan Partisipatif
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi dalam rangka
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Penataan, Pemanfaatan 1 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Penataan, Pemanfaatan 1
28 |Pendayagunaan Ruang Desa serta Kecamatan Halong |dan Pendayagunaan Dokumen 110.198.400 [Pendayagunaan Ruang Desa serta Kecamatan Halong |dan Pendayagunaan Dokumen 110.198.400

Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Ruang Desa serta
Penetapan dan
Penegasan Batas Desa

Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Ruang Desa serta
Penetapan dan
Penegasan Batas Desa

Jumlah

5.978.084.232

5.607.334.232

26




Setelah dilakukan analisa terhadap kebutuhan, maka ada

beberapa Sub Kegiatan pada Rancangan Awal yang dihilangkan

atau di-NOL-kan Pagu Anggarannya. Untuk lebih jelasnya dapat

disampaikan sebagai berikut :

1.

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah),
dihilangkan dari Rancangan Awal, hal ini berdasarkan saran
dari Bappedalitbang Kabupaten Balangan. Dimana Sub
Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada Anggaran
Perubahan Tahun 2023.

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah), juga
dihilangkan atas saran dari Bappedalitbang Kabupaten
Balangan. Dimana Sub Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan

pada Anggaran Perubahan Tahun 2023.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari masyarakat terkait langsung dengan
Pelayanan SKPD, LSM, Asosiasi-Asosiasi maupun SKPD lain
yang terkait langsung dengan Program Kegiatan Masyarakat
diperoleh saat Musrenbang Kecamatan Halong Tahun 2023,
yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Usulan tersebut
untuk dirangkum dan selanjutnya disampaikan ke SKPD
yang terkait. Usulan yang dimasukkan ke dalam Tabel T-C.32
adalah Usulan Prioritas, dari keseluruhan usulan yang
berjumlah 226 usulan. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat
pada lampiran Tabel T-C.32 :

27



Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kecamatan Halong

INDIKATOR

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI KINERJA BESARAN/ VOLUME CATATAN
1 2 3 4 5 6
01 |Pembanguan Gadung PKK/Posyandu Desa Buntu Pilanduk RT.01 6Mx10M

02 |Pembangunan Kantor Desa Desa Hauwai RT.03 §MX12M

03 |Peningkatan Jalan Poros Desa Desa Sumber Agung RT.04 P1.000MXLo6M

04 |Pengaspalan Jalan Desa Karya RT.01, RT.02 dan RT.03 3 KM

05 |Peningkatan Jalan Poros Betonisasi Dsa Kapul RT.04 Panjang 5,5 KM Lebar 4 M

06 |Pembangunan Bronjong Sungai Balangan Desa Padang Raya RT.01 tP=50M

07 |Pembukaan Badan Jalan Mamigang-Marajai Desa Mamigang RT.06 8 KM

08 :’ijlllglid:dil\ddldﬂ Depdll FUSKESIIIAS NECAllldldll IdlOllg [DIPCTIUKAIL Desa Halong RTOS 150 M

09 |Pembangunan WC Umum Desa Uren RT.04 2 Unit

10 |Jembatan Sungai Puyun Penghubung RT.01 dan 02 Desa Puyun RT.01 P=12MxL=4M

11 |Pengadaan Mesin Pengering Jagung Desa Gunung Riut RT.01 1 Unit

12 |Rebilitasi Gedung Kantor Desa; Atap dan Plapon Bocor, Ruangan Sempit |Desa Binjai Punggal RT.07 1 Paket

13 |Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Mauya RT.01, RT.02 dan RT.03 400 M

14 |Rehabilitasi Drainse RT.02 Desa Baruh Panyambaran RT.01 1 Paket

15 |Normalisasi Danau/Air Bersih Desa Suryatama RT.03 Luas 5 Hektar

16 |Pembangunan Ruang Belajar TPA Desa Binju RT.02 6Mx8M

17 |Pembangunan Rumah Bidan Desa Desa Aniungan RT.01 1 Paket

18 |Pengaspalan Jalan Poros Desa Mamantang RT.01 5 KM

19 |Rehabilitasi Jalan Poros Desa Mantuyan RT.03 ke RT.05 3 KM

20 |Pembangunan Jembatan Gantung Desa Tabuan RT.04 70M
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21 |Pembangunan Jembatan Gantung Desa Binung Santang RT.02 80 M
22 |Pengerasan Jalan dan Pembangunan Jembatan Desa Liyu RT.04 1,2 KM dan 1 Buah Jambatan
23 |Rehabilitasi Total Jembatan Gantung Desa Bangkal RT.02 70 M
24 |Pembangunan Jalan Poros Mauya-Marajai Desa Marajai RT.01 2 KM
25 |Pembangunan Tempat Parkir Kecamatan Halong Kantor Kecamatan Halong 10 M
26 |Peningkatan Pasar Halong Desa Halong 1 Paket
27 |Peningkatan Jalan Bangkal-Padang Raya Desa Bangkal ke Desa Padang Raya -

28 |Peningkatan Jalan Halong-Gunung Riut Desa Halong ke Desa Gunung Riut -

29 |Pembangunan Tugu Simpang 4 Muara Halong Desa Halong -

30 |Pembangunan Pagar dan Pemasangan Paving Block Puskesmas Puskesmas Uren 1 Buah
31 |Rehabilitasi Puskesmas dan Rumah Dinas Puskesmas Uren 1 Buah
32 |Rehabilitasi Poskesdes Mantuyan dan Penyediaan Air Bersih Desa Mantuyan 1 Buah
33 |Rehabilitasi Poskesdes Mamantang Desa Mamantang 1 Buah
34 [Rehabilitasi Poskesdes Mauya Desa Mauya 1 Buah
35 |Rehabilitasi Poskesdes Binuang Santang Desa Binuang Santang 1 Buah
36 |Rehabilitasi Poskesdes Uren Desa Uren 1 Buah
37 |Pelaksanaan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Bidang Kesehatan |Wilayah Kerja Puskesmas Uren 7 Desa
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3.1

3.2

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional adalah bersifat makro, baik dalam
hal pembangunan maupun perekonomian. Kecamatan Halong
dalam menentukan Prioritas program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan lebih mengutamakan perbaikan kelembagaan

sebagai modal awal mendukung lancarnya Fungsi Pelayanan.

Tujuan, Sasaran Renja Perangkat daerah

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun
2024 yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
Kecamatan yang Baik”, dengan Sasaran SKPD, yaitu :

1. Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat.

2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di
Wilayah Kecamatan.

3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum dan Pemerintahan Desa.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu,
bahwa ada perubahan yang cukup signifikan terhadap
Tujuan dan Sasaran SKPD, dimana hal tersebut berdampak
pula terhadap perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang
akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Tahun 2024
diharapkan Kepala Seksi mempunyai Indikator Kinerja yang
betul-betul menggambarkan Tugas Pokok dan Fungsinya,
tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk
perhitungan Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Halong Tahun

2024 adalah sebagaimana Tabel di bawah ini :
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Tujuan, Sasaran dan Indikator

Misi IV Bupati Balangan Tahun 2021-2026 :
Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan
sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

CAPAIAN
TAHUN
2022

TARGET
AKHIR
2024

Terwujudnya
Tata Kelola
Pemerintahan
Kecamatan
yang Baik

Meningkatnya
Fasilitasi
Pelayanan  dan
Pemberdayaan
Masyarakat

Meningkatnya
Ketentraman dan
Ketertiban

Umum di
Wilayah
Kecamatan

Meningkatnya
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum dan
Pemerintahan
Desa

NIlai IKM

86,24

84

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Halong

untuk Tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) Program, 11 (dua

belas) kegiatan dan 26 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan
dengan Pagu Indikatif sebesar Rp. 5.607.334.232,-

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang

menjadi Prioritas Kecamatan Halong di Tahun 2024 yang

selaras dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja)

yang ingin dicapai, adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan

Publik.

o bk L bd

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

31



Sedangkan Program pendukung adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.

Untuk keterangan lebih jelas, dapat dilihat pada Tabel T-C.33

sebagai berikut :
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Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kecamatan Halong

Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana

Urusz.ml Bidang Urusan Indikator Kinerja Tahun 2025
Pemerintahan Daerah dan . Catatan
e Program/Kegiatan/Sub R Pentin,
g . £ Kegiatan Target Kebutuhan £ Target Kebutuhan
Kegiatan A A Sumber A
Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
PROGRAM PENUNJANG NILAI AKUNTABILITAS
01|01 URUSAN PEMERINTAHAN KINERJA (SAKIP) 70,40 4.237.640.632 70,40% 4.603.264.487
DAERAH KABUPATEN/KOTA |KECAMATAN HALONG
Jumlah Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, |Perencanaan,
o1|o1| 2 |o1 dan Evaluasi Kinerja Penganggaran dan 4 Dokumen 5.247.800 4 Dokumen 5.247.800
. 1o . 2 Laporan 2 Laporan
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kecamatan
01|01 2 ]01(01 yu Perencanaan Perangkat 2 Dokumen 1.738.200 APBD 2 Dokumen 1.738.200
Perencanaan Perangkat Daerah Halong
Daerah
Jumlah Dokumen RKA-
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil |Kecamatan
01({01| 2 |01]02 Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Halong 2 Dokumen 1.771.400 APBD 2 Dokumen 1.771.400
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
. . Realisasi Kinerja SKPD
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil Kecamatan
01[01| 2 | 01] 06 |Laporan Capaian Kinerja dan .p . 2 Laporan 1.738.200 APBD 2 Laporan 1.738.200
. . A . Koordinasi Penyusunan Halong
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD . . .
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Cakupan Pelaksanaan
o1|o1| 2 |02 Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan 12 Bulan 3.568.500.552 12 Bulan 3.920.985.007
Perangkat Daerah Perangkat Daerah sesuai
Ketentuan yang Berlaku
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Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Jumlah Orang yang

Kecamatan

01]o01 02|01 Menerima Gaji dan 23 Orang 3.524.844.552 APBD 23 Orang 3.877.329.007
ASN . Halong
Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan ‘;z::; ilsja(ﬁ{;rrrlle;an Kecamatan
01|01 02 | 03 |dan Pengujian/Verifikasi .. . . 4 Dokumen 43.656.000 APBD 4 Dokumen 43.656.000
Keuanean SKPD Pengujian/Verifikasi Halong
g Keuangan SKPD
Administrasi Umum Cakupan Penyediaan
01|01 06 Administrasi Umum 12 Bulan 257.011.000 12 Bulan 257.011.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Jumlah Paket Barang
01|01 06 | 05 |Penyediaan Barang Cetakan | Cetakan dan Kecamatan | 5 b et 10.659.000 | APBD 3 Paket 10.659.000
dan Penggandaan Penggandaan yang Halong
Disediakan
Jumlah Laporan Dalam dan
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat Luar
01]01 06 | 09 |Koordinasi dan Konsultasi Y . gg P . 12 Laporan 246.352.000 APBD 12 Laporan 246.352.000
SKPD Koordinasi dan Konsultasi|Kabupaten
SKPD Balangan
Penyediaan Jasa Penunjan, Cakupan Penyediaan
01|01 08 y . Jang | yasa Penunjang Urusan 12 Bulan 238.601.180 12 Bulan 238.601.180
Urusan Pemerintahan Daerah :
Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan
. . . Penyediaan Jasa
o1]o1 08 | oz |Penvediaan Jasa Komunikasi, . 0 hicasi Sumber Kecamatan |, | horan 45.700.000 | APBD 12 Laporan 45.700.000
Sumber Daya Air dan Listrik . . Halong
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
01|01 08 | 04 |Peryediaan Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa Kecamatan |, | . oran 192.901.180 | APBD 12 Laporan 192.901.180
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor |Halong
yang Disediakan
Cakupan Waktu
Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang
01|01 09 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang 12 Bulan 168.280.100 12 Bulan 181.419.500
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendgraan
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kecamatan
01|01 09|01 Y -4 Kendaraan Dinas Jabatan 12 Unit 106.860.600 APBD 13 Unit 120.000.000
Kendaraan Perorangan Dinas Halong

atau Kendaraan Dinas Jabatan

yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajaknya
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Pemeliharaan/Rehabilitasi

Jumlah Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya

Kecamatan

01|01 09 | 09 [Gedung Kantor dan Bangunan 3 Unit 61.419.500 APBD 3 Unit 61.419.500
Lainnya yang Halong
Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM JUMLAH LAPORAN
PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN o
01|02 PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAN 1 Laporan 272.757.100 100% 272.757.100
PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak Pemerintahan yang
01|02 02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja |Tidak Dilaksanakan oleh 1 Laporan 272.757.100 100% 272.757.100
Perangkat Daerah yang Ada di |Unit Kerja Perangkat
Kecamatan Daerah yang Ada di
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Jun.llah Laporan .
Pelaksanaan Pelayanan kepada Peningkatan Efektifitas Kecamatan
01|02 02|03 reay Pa%4 | pelaksanaan Pelayanan 9 Laporan 272.757.100 | APBD 9 Laporan 272.757.100
Masyarakat di Wilayah . Halong
Kecamatan kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN ggm;gﬁ;’:imlv
01|03 MASYARAKAT DESA DAN 2 Laporan 187.989.600 100% 187.989.600
KELURAHAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Jumlah Laporan
01|03 o1 g Koordinasi Kegiatan 1 Laporan 49.766.400 100% 49.766.400
Pemberdayaan Desa
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efektifitas Jurr.ﬂah Laporan ..
Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Efektivitas Kecamatan
0103 01|03 & e Y Kegiatan Pemberdayaan 1 Laporan 49.766.400 APBD 1 Laporan 49.766.400
Masyarakat di Wilayah _— Halong
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
Kecamatan
Pemberdayaan dan Jumlah Laporan
Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan dan
01|03 06 J g Kesejahteraan Keluarga 1 Laporan 138.223.200 100% 138.223.200

Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan

Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
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Peningkatan Kesadaran

Jumlah Keluarga yang
Mengikuti Peningkatan
Kesadaran Keluarga

Keluarga dalam Peningkatan dalam Peningkatan Kecamatan
Pendidikan dan Keterampilan [Pendidikan dan Halong dan
01|03 06| 06 untuk Mewujudkan Sumber Keterampilan untuk Kabupaten 35 Keluarga 138.223.200 APBD 35 Keluarga 138.223.200
Daya Manusia yang Berkualitas [Mewujudkan Sumber Balangan
dan Berdaya Saing Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya
Saing
PROGRAM KOORDINASI i%lg;?)}:Nl;?sl;ORAN
01|04 KETENTRAMAN DAN 1 Laporan 62.323.200 100% 62.323.200
KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Jumla.h La.poran
Penvelenggaraan Koordinasi Upaya
01|04 o1 ye enge Penyelenggaraan 1 Laporan 62.323.200 100% 62.323.200
Ketenteraman
dan Ketertiban Umum Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dengan Kepolisian Slnerglt.as dengan
- . Kepolisian Negara
Negara Republik Indonesia, Republik Indonesia Kecamatan
01|04 01| 01 [Tentara Nasional Indonesia dan p . ’ 14 Laporan 62.323.200 APBD 14 Laporan 62.323.200
. . s s Tentara Nasional Halong
Instansi Vertikal di Wilayah . .
Kecamatan Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
01|05 PENYELENGGARAAN URUSAN URUSAN 1 Laporan 181.735.500 100% 181.735.500
PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN UMUM
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan
01|05 01 Pemerintahan Umum sesuai |(Pemerintahan Umum 2 Laporan 181.735.500 100% 181.735.500

Penugasan Kepala Daerah

sesuai Penugasan Kepala
Daerah
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Pembinaan Kerukunan Antar
Suku dan Intra Suku, Umat

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku, Umat

01|05 01| 04 |Beragama, Ras, dan Golongan g o "R dan Kecamatan | ) 5 ang 39.096.400 | APBD 200 Orang 39.096.400
Lainnya Guna Mewujudkan . Halong
i Golongan Lainnya Guna
Stabilitas Keamanan Lokal, . i
. . Mewujudkan Stabilitas
Regional, dan Nasional
Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasional
Pelaksanaan semua Urusan Jumlah Dokumen Semua
Pemerintahan yang Bukan Urusan Pemerintahan
01|05 01 | o7 [merupakan Kewenangan yang Bukan Merupakan |Kecamatan | » o\ jen 142.639.100 | APBD 2 Dokumen 142.639.100
Daerah dan Tidak Kewenangan Daerah dan |Halong
Dilaksanakan oleh Instansi Tidak Dilaksanakan oleh
Vertikal Instansi Vertikal
PROGRAM PEMBINAAN DAN :gm;?;l Ak?\lplc))[l:]?N
01|06 PENGAWASAN 1 Laporan 664.888.200 100% 554.689.800
PEMERINTAHAN DESA PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
Jumlah Laporan
Fasilitasi, Rekomendasi dan |Fasilitasi, Rekomendasi
01|06| 2 [o1| |Keordinasi Pembinaan dan |dan Koordinasi 9 Laporan |  664.888.200 100% 554.689.800
Pengawasan Pemerintahan Pembinaan dan
Desa Pengawasan
Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang
o1l o6 o1l 02 Fas111tte131 Administrasi Tata leas.ll%ta31 Qalam Rangka [Kecamatan 3 Dokumen 42.973.200 APED 3 Dokumen 42.973.200
Pemerintahan Desa Administrasi Tata Halong
Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang Kecamatan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan |Difasilitasi dalam Rangka Halone dan
01] 06 01 | 03 [Desa dan Pendayagunaan Aset [Pengelolaan Keuangan Luar g 12 Dokumen 258.732.800 APBD 12 Dokumen 258.732.800
Desa Desa dan Pendayagunaan
Daerah
Aset Desa
Jumlah Dokumen
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fasilitasi dalam rangka Kecamatan
01] 06 01| 05 [Kepala Desa dan Perangkat Pelaksanaan Tugas Halong 4 Dokumen 32.166.400 APBD 4 Dokumen 32.166.400

Desa

Kepala Desa dan
Perangkat Desa

37




Fasilitasi Pelaksanaan Tugas

Jumlah Dokumen
Fasilitasi dalam Rangka

01| 06| 2 | 01|07 |dan Fungsi Badan Pelaksanaan Tugas dan ﬁ;‘fﬁ?am 4 Dokumen 35.223.200 | APBD 4 Dokumen 35.223.200
Permusyawaratan Desa Fungsi Badan &
Permusyawaratan Desa
Fasilitasi Sinkronisasi nglah .Dok.umen
Perencanaan Pembangunan Sinkronisasi Perencanaan Kecamatan
01|06 01(09 Pembangunan Daerah 1 Dokumen 22.113.200 APBD 1 Dokumen 22.113.200
Daerah dengan Pembangunan Halong
Desa dengan Pembangunan
Desa
Jumlah Dokumen
Fasilitasi Penyelenggaraan Fasilitasi dalam rangka Kecamatan
01]06 01| 11 |Ketenteraman dan Ketertiban |Penyelenggaraan Halong 3 Dokumen 70.823.200 APBD 3 Dokumen 70.823.200
Umum Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Jumlah Dokumen
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, |Fasilitasi dalam rangka Kecamatan
01|06 01| 12 |Fungsi dan Kewajiban Lembaga |Pelaksanaan Tugas, Halong 4 Dokumen 55.061.400 APBD 4 Dokumen 55.061.400
Kemasyarakatan Fungsi dan Kewajiban
Lembaga Kemasyarakatan
T Jumlah Dokumen
Fasilitasi Penyusunan Fasilitasi dalam rangka |Kecamatan
01|06 01 [ 13 |Perencanaan Pembangunan 2 Dokumen 38.296.400 APBD 2 Dokumen 38.296.400
Partisipatif Perencanaan o Halong
Pembangunan Partisipatif
Jumlah Dokumen
Fasilitasi Penataan, Fasilitasi dalam rangka
Pemanfaatan, dan Penataan, Pemanfaatan Kecamatan
01]06 01] 15 [Pendayagunaan Ruang Desa  |dan Pendayagunaan Halong 1 Dokumen 110.198.400 APBD - -
serta Penetapan dan Ruang Desa serta
Penegasan Batas Desa Penetapan dan Penegasan
Batas Desa
Jumlah 5.607.334.232 5.862.759.687
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3.4 Analisis Dampak Sosial Ekonomi

Dengan dilaksanakannya seluruh Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan sebagaimana tercantum pada Tabel T-C.33
di atas, diharapkan akan berdampak secara Sosial Ekonomi
terhadap Masyarakat Kecamatan Halong. Khususnya untuk
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi pengampu
dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Halong.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Halong Tahun 2024 adalah “Terwujudnya Tata
Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik”, dengan
Sasaran SKPD, yaitu :

1. Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat.

2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di
Wilayah Kecamatan.

3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum dan Pemerintahan Desa.

Adapun Dampak Sosial Ekonomi yang diharapkan
dapat dirasakan oleh Masyarakat Kecamatan Halong terkait
Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang
menjadi pengampu dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
Sasaran SKPD, adalah sebagai berikut :

a. Secara  Sosial, dengan  semakin  Meningkatnya
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah
Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan
Pemerintahan Desa, maka Kehidupan Sosial Masyarakat
Kecamatan Halong akan semakin kondusif dan
berkualitas.

b. Dengan semakin Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan
dan Pemberdayaan Masyarakat, maka diharapkan hal

tersebut akan berdampak terhadap Perekonomian
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Masyarakat Halong, hal ini dikarenakan Pemerintah
Kecamatan telah memfasilitasi agar mereka lebih

meningkat dari sisi pemberdayaannya.
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Kecamatan Halong pada Tahun 2024, adalah
merupakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sesuai
dengan Tugas dan Fungsi. Pemilihan Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan didasarkan atas Strategi dan Kebijakan.

Pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan
merupakan keberhasilan dari Tujuan dan Sasaran Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan. Indikator
Kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk
melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan,
merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap
masalah yang berkembang. Memantau perkembangan
pelaksanaan kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi
dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan
pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan Indikatif adalah jumlah dana yang tersedia
untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Tahun 2024. Pendanaan itu sendiri bersumber dari APBD
Kabupaten Balangan pada Tahun Anggaran 2024.

Untuk lebih jelasnya mengenai Pendanaan Indikatif terkait
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Tahun 2024, dapat

disampaikan sebagai berikut :
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Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024

No ProgramKegiatan/Sub Kegiatan Pagu Indikatif
I ;T:::?ann TATIAN URLNAIT 49 37,640, 63
1 [Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinetja Perangkat Daerah 5.247.800
I |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.738.200
2 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1771400
3 {Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1.738.200
2 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.568.500.552
4 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.924.844.55)
5 |Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian  Verifikasi Keuangan SKPD 43.65%.000
3 |Administrasi Umum Perangkat Daerah 257.011.000
6 |Penyediaan Barang Cetakan dan Pengeandaan 10.639.000
7 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 246.352.000
4 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 238.601.180
8 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.700.000
9 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 192.901.180
5 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 168.280.100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
10 . . 106.860.600
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
11 |Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 61.419.500
I [PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 272.757.100
6 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit 270751.100
Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
12 |Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 272.7571.100
I11 [PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 187.989.600
7 |Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 49,766,400
13 |Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 49.766.400
8 :"il‘lll:f:.\id‘yddll uall I\ ltlaall nclualga uugnat. Nvldllldidil Udll 138.223'200
" Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan 198923900

Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan
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IV [PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 62.323.200

9 Koordinasi.Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 62.323.200
dan Ketertiban Umum

5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional 62323900
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan T

V [PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 181.735.500

10 :cuyc:cuggamau Viudall I'CIICIILdlldIl VIIIYIIL sesummgasme‘pam 181'735.500

" Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan 29,096,400
Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan o

7 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan 149 639,100
Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal o

VI |PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 664.888.200

11 Fasilit’asi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 664.888.200
Pemerintahan Desa

18 |Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 42.273.200

19 |Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 258.732.800

20 |Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 32.160.400

21 |Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 35.223.200

22 |Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 22.113.200

23 |Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 70.823.200

24 |Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 53.061.400

25 |Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 38.296.400

% Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta 110.198:400
Penetapan dan Penegasan Batas Desa

5.607.334.232
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2024
adalah pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Halong dalam
melakukan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Tahun 2024. Selain itu juga, merupakan pedoman dalam
pencapaian Target Kinerja yang akan ditetapkan nantinya pada
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, baik pada Level Eselon III
maupun Eselon IV, serta Target Kinerja pada Indikator Kinerja
Individu (IKI) Staf. Selanjutnya hal tersebut diharapkan juga akan
berdampak pada pencapaian Visi dan Misi Bupati Balangan Tahun
2021-2026.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun
2024 ini disusun, dengan harapan tetap menjadi pedoman dalam

melaksanakan Tugas dan Fungsi pada tahun yang akan datang.

Halong, 03 April 2023

ADI, S.Sos., M.AP
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19810914 201001 1 009
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